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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LD. 2  2008 
R 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  2 TAHUN    2008 
 

TENTANG 
 

ANTI PERBUATAN MAKSIAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GARUT, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, 
ketertiban dan ketentraman masyarakat guna 
mendukung visi Kabupaten Garut serta 
terselenggaranya otonomi daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab di Kabupaten Garut, maka 
perlu adanya upaya pembangunan kehidupan 
sosial masyarakat yang bersih dari segala bentuk 
kemaksiatan;  
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b. bahwa Kabupaten Garut adalah suatu daerah 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan 
norma-norma kesopanan serta perilaku dalam 
kehidupan bermasyarakat, sehingga perbuatan 
maksiat bertentangan dengan nilai-nilai dan 
norma-norma yang diyakini oleh masyarakat 
Kabupaten Garut perlu dihilangkan; 

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di 
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Ketentuan Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3039); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol; 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Inodnesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Import, 
Pengedaran, Penjualan, dan Perizinan Minuman 
Beralkohol; 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 
Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 
Nomor 13); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 
Nomor 7). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

B U P A T I   G A R U T 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
TENTANG ANTI PERBUATAN MAKSIAT.  

 
 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 

1. Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
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3. Bupati adalah Bupati Garut. 

4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat 
pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati. 

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 

6. Perbuatan Maksiat adalah perbuatan yang melanggar norma-norma 
agama, kesusilaan serta nilai-nilai luhur masyarakat. 

7. Pelacuran adalah tindakan pertukaran hubungan seksual di luar 
pernikahan antara sesama maupun berbeda jenis kelamin tanpa 
ikatan pernikahan baik dengan ataupun tanpa imbalan.  

8. Minuman beralkohol adalah  minuman yang mengandung ethanol 
yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung 
karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara 
memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan 
lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur 
konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman 
dengan ethanol. 

9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang 
melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur Peraturan 
Daerah ini. 

10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum. 

11. Pembinaan adalah upaya untuk merubah perilaku melalui bimbingan 
kerohanian, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan atau melalui cara-
cara lain. 

12. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, 
psikis, dan sosial agar melaksanakan perannya kembali secara wajar 
baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. 

13. Penjual langsung minuman beralkohol adalah setiap orang yang 
melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir 
untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. 
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